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ABSTRAK

Penetapan Nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhutang Atas Kegiatan
Pendaftran Tanah Sistematis Lengkap dan Cara Penagihannya di Kantor Pertanahan Kota
Palembang yang menajdi beban pemegang hak atas tanah, karena nilai hutangnya
berkembang sesuai dengan nilai tanah dan hutangnya dibayar pada saat peristiwa hukum atau
perbuatan hukum dengan permasalahan berfokus pada penelitian menegenai  bagaimana
penetapan nilai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam pelaksanaan pendaftaran
tanah sistematis lengkap dan cara penagihannya; serta bagaimana pengaturan ke depannya
mengenai sistem penagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhutang. Metode
Penilitian yang digunakan merupakan penelitian normatif yang berlakukan dengan cara
menalaah Undang-Undang, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema
penulisan dengan kata lain menelaah bahan pustaka. Kesimpulannya adalah pemerintah harus
memberikan peringatan kepada masyarakat yang menikmati Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan terhutang, agar tidak terbebani dengan jumlah angka pajak yang akan ikut
membesar nantinya mengikuti nilai jual objek pajaktanah yang sedang dibebankan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhutang. Kemudian pemerintah harus segera
membentuk peraturan mengenai perhitungan dan pelunasan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan terhutang agar dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah harus
memberikan penyuluhan hukum pada masyarakat karena Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan terhutang menyebabkan sertifikat yang dimiliki oleh masyarakat tidak dilakukan
perbuatan hukum atau peristiwa hukum serta pemerintah harus segera membentuk koordinasi

antar lembaga dan instansi terkait agar dapat menjaga dan mengkondisikan jumlah pajak
terhutang.

Kata Kunci: Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan; Hak Atas Tanah;
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
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ABSIKAUI

The determination of the value of fees for the owed acquisition duty of rights on land and
buildings to the complete systematic land registration activity and the method of withdrawal
at the Land Office of Palembang Citybecome the burden of land rights holders, because the
value of the debt develops in accordance with the value of the land and the debt which is paid
at the time of legal events or legal actions with the problem focuses on research on how to
determine the valye of the acquisition duty of rights on land and buildingsin the
implementation of a complete systematic registration and collection method; also how the
future arrangements regarding the collection system for the owed acquisition duty of rights
on land and buildings. The research method used is normative research conducted by
examining laws, scientific papers, books, journals related to the theme of the writing in other
words examining literature materials. The conclusion is that the government must give a
warning to the community who enjoy the owed acquisition duty of rights on land and
buildings, so that they are not burdened with the amount of tax that will increase in the future
Jollowing the sale value of land tax objects that are being charged with the owed acquisition
duty of rights on land and buildings. Then the government must immediately formulate a
regulation regarding the calculation and settlement of fees for the owed acquisition duty of
rights on land and buildings so that in this research explains that the government must
provide legal counseling to the community because the owed acquisition duty of rights on
land and buildings causing certificates owned by the community are not in the legal action or
legal events and the government must immediately establish coordination between related
institutions and agencies in order to maintain and manage the amount of owedtax.

Keywords: acquisition duty of rights on land and buildings; Land rights; Complete
Systematic Land Registration;
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan azasnya setiap hak atas tanah dnekido wajib
didaftarkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan ddéfasal 19 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DaslkeokFPokok Agraria,
yang menyatakan bahwa “untuk menjamin kepastiarutukleh pemerintah
diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Répubdonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturanegpah”. Kepastian
hukum terhadap hak atas tanah itu ditandai dendanya pemberian sertifikat
sebagai alat bukti kepemilikan tariah.

Menurut Budi Harsono, pendaftaran tanah adalahkedag kegiatan
yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menéerkesinambungan dan
teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukdan penyajian serta
pemeliharaan data fisik dan yuridis, dalam bentekapdan daftar mengenai
bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susumasuk pemberian
sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya badgmg-bidang tanah yang sudah
ada haknya dan Hak Milik atas satuan rumah susda kak-hak tertentu yang

membebaninya.

1 J. Andy Hartanto, Mukum Pertanahan, Karakteristik Jual Beli Tanah gaBelum
Terdafrar Hak Atas TanahnyaSurabaya, Penerbit LaksBang Justitia Surabaya, 201441

2 .

Ibid



Secara garis besar tugas pendaftaran tanah merupakas dari Kantor
Pertanahan, namun saat ini masyarakat dituntut kutebih aktif dalam
mengajukan permohonan pendaftaran tanah guna méambaemerintah
merealisasikan tujuannya yakni untuk membentuk petadaftaran tanah yang
terpadu, dalam proses pendaftaran tanah, pemiéhtaelaku pemohon dalam
pengajuan pendaftaran tanah untuk memperoleh $iztlatas tanah mulanya
harus mengisi lembar formulir yang tersedia sertengkapi berkas-berkas
persyaratan seperti fotokopi lembar identitas sam@agan surat-surat alas hak
yang diimiliki untuk pemenuhan kelengkapan admiast dalam proses
permohonan pendaftaran tanah.Setelah berkas pateyaadministrasi dianggap
telah lengkap, maka kegiatan pengajuan permohonamdaftaran tanah
dilanjutkan dengan pengukuran dan pemeriksaan daphdidang tanah yang
akan didaftarkan. Setelah pengukuran dilakukan,ametan terbit peta bidang
tanah dan akan dilanjutkan dengan pengolahan datalis/ yakni dengan
pembuatan Surat Keterangan pemberian hak.

Kegiatan terakhir setelah rangkaian proses pengolatata fisik dan
yuridis selesai dilakukan, maka pemohon pendaftiaah pada akhir prosesnya
akan mendapatkan sertifikat hak milik atas tandtagai alat bukti yuridis yang
dapat digunakan sebagai alat bukti autentik yangggembarkan hubungan

hukum antara pemilik tanah dengan tanah yang dimsietelah memperoleh hak



maka pemohon yang telah memperoleh hak tadi wagiimipayar Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangurfan.

Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraantataf hidup
masyarakat melalui program pendaftaran tanah saaedang gencar-gencarnya
menjalankan proyek strategis nasional yang di ukamadalam pembangunan
berkelanjutan, urgensi yang timbul dalam ketentBaraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor é8funl 2016 adalah
mengupayakan terlaksananya proses pendaftaran tew#ra sistematis dan
lengkap yang dilaksanakan di desa/kelurahan dersa/klelurahan meliputi
seluruh wilayah di Indonesia. Artinya, tujuan yatigpayakan dari pendaftaran
tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria daa Rating/Badan Pertanahan
Nasional Nomor 35 Tahun 2016 adalah untuk mensgeatiian hampir seluruh
bidang tanah yang ada di Indonesia secara lengkap stktematis.Jaminan
kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam péardaf tanah ini meliputi
kepastian status hak yang didaftar, kepastian kuigdé, dan kepastian objek
hak. Pendaftaran tanah ini menghasilkan sertigi#ghagai tanda bukti hakn§a.

Dengan terdaftarnya seluruh bidang tanah di Indanesaka hasil akhir
yang diharapkan akan memiliki kesesuaian dengaruaruj percepatan

pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkaini yuntuk percepatan

 Anonim, "BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN : Petiger Dasar
Hukum dan Persyaratannyatww.cermati.comdiakses pada tanggal 4 September 2019

* Dian Aries Mujiburohman,”Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap”,Jurnal Bhumi, ISSN 2442-6954, DOI: dx.doi.org/1@32/jb.v4i1.217, him. 89




pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukukn atas tanah rakyat
secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, nagligta dan terbuka serta
akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteden kemakmuran
masyarakat.

Pemerintah sekarang ini melalui Kementerian ATR/BRNg mempuyai
kewenangan pendaftaran tanah telah berupaya untlkkokan percepatan
pendaftaran tanah dengan berbagai program/proyelkngade segala
keterbatasannya. Program/proyek yang telah adduseinga seperti, percepatan
pendaftaran tanah melalui Proyek Administrasi Pattan (PAP),Land
Management and Policy Development ProjddViPDP) atau proyek ajudikasi,
Larasita, dan Program Nasional Agraria (Prona) rbetlapat mencapai target
pendaftaran tanah di seluruh Indonésia.

Dalam prakteknya, seiring dengan optimalisasi dampldikasi
pelaksanaan kegiatan percepatan pendaftaran tBeafturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor &@8tnl 2016 telah
mengalami beberapa kali penyempurnaan, dan yarakhiersaat ini, yang
digunakan sebagai ketentuan dan pedoman kegiatalaft@an tanah sistematis
lengkap adalah Peraturan Menteri Agraria dan TatanB/Badan Pertanahan

Nasional Nomor 6 Tahun 2018.

Slbid, him, 89
8lbid, him. 89



Program yang terbaru saat ini adalah Pendaftararahl &istematik
Lengkap yang diselengarakan Kementerian ATR/ Ka\ B@ng menargetkan
126 juta bidang tanah di Indonesia terdaftar dasetépikasi keseluruhan pada
tahun 2025. Kemudian dijabarkan dalam target-taigetta bidang pada tahun
2017, 7 juta bidang pada tahun 2018, 9 juta bigeta tahun 2019 dan 10 juta
setiap tahunnya sampai dengan tahun 2025. Karémapgendaftaran tanah
dilakukan rutinitas seperti biasanya setahun kurbeigh 500 ribu bidang,
membutuhkan waktu 160 tahun untuk tanah terdaélarsh Indonesia.

Target-target Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap bukanlah
pekerjaan mudah, banyak pihak beranggapan hanyasiarpbncitraan, dan
kepentingan politik sesaat, karena anggapan inujumepada hasil pendafataran
tanah selamaini kurang dari 50 persen tanah yathahsierdaftar. Padahal sudah
57 tahun yang lalu perintah berkewajiban untuk ra@iadkan tanahnya
sebagaimana yang telah di amanatkan oleh UUPA. ilgpalanalisis lebih
mendalam penyebab utama adapethitical will pemerintah, program-program
pendaftaran tanah sebelumnya dilaksanakan dalarasakementerian, bukan
dalam puncak pemerintahan yang tertinggi yaitu iBees Inilah yang
membedakan Program Pendaftaran Tanah Sistematgkapndengan program-

program sebelumnya, presiden memantau, mengevabaagian turun tangan

"Ibid, him. 90



langsung dalam pembagian sertipikat dalam pelaksarRRendaftaran Tanah
Sistematik Lengkap.

Selain itu, dalam rangka percepatan pendaftarashtgang sarat akan
unsur politis ini, dalam Instruksi Presiden Nomor t&hun 2018 tentang
Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengk&elatiuh Wilayah Republik
Indonesia, bahwa dalam rangka mewujudkan amanall P8sUndang-Undang
Pokok Agraria, pemerintah mencanangkan programepatan pendaftaran
tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Leng&appai dengan tahun 2025,
dan mengisntruksikan pada jajaran pemerintahanpdaak-pihak terkait yang
berhubungan langsung dalam proses pelaksanaampa&cependaftaran tanah
untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukamuaedengan tugas, fungsi
dan kewenangan masing-masing untuk bekerjasama jotwam pendaftaran
tanah secara lengkap diseluruh wilayah Indoneslandaangka mendukung
Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan seb@gagram unggulan

pemerintah saat ini.

Permudahan yang ditawarkan pemerintah melalui RrSteategis Nasional

khususnya Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkafgradebagai berikut:

a) Bebas Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBBga(R5 Peraturan

Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018)

81bid, him. 90



Kepengurusan pendaftaran tanah dan atau kepengusesifikat tanah

dikenal sebagai suatu Kkegiatan pertanahan yang assatgat

membebankan masyarakat, hal ini karena biasanyaengepusan

pembuatan sertifikat memakan biaya yang cukup Bargen tak jarang
masyarakat merasa keberatan akan hal itu.

Namun, dengan dijadikannya program pendaftararhtaebhagai Proyek
Strategis Nasional, yang dalam pelaksanaannya ikimerberbagai

permudahan kepada masyarakat, saat ini sedikitaliamgngubah stigma
masyarakat dalam hal pendaftaran tanah. Saat syarakat berbondong-
bondong turut aktif dan ikut serta dalam kepengumysendaftaran tanah.

Hal ini dapat terjadi karena dalam pelaksanaan®rayek Strategis
Nasional yang dilaksanakan pemerintah melalui progrPendaftaran
Tanah Sistematik Lengkap, seluruh kegiatan dareprpendaftaran tanah
yang ditawarkan pada masyarakat dibebaskan daya bRenerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP), pembebasan biaya inuldindari segala
kepengurusan awal seperti pengajuan permohonan,gukeran,

penerbitan peta bidang, pengumuman dan sampai medibarikannya

sertifikat kepada masyarakat semuanya bebas dayia bPenerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP).

Masyarakat hanya menanggung biaya kepengurusanngkelgan

dokumen pendaftaran tanah seperti fotokopi berkesterai, map dan

yang terakhir adalah masyarakat dikenakan Beaegd@anlhak atas tanah



b)

dan bangunan terhutang sebagai tanda bahwa maatyarakperoleh hak
dari pendaftaran tanah tersebut.

Penghapusan syarat pemenuhan kelengkapan alaBPdsd (2 Peraturan
Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018).

Dalam rangka percepatan pendaftaran tanah dan mengagingat
keadaan dilapangan bahwa masih banyak sekali nestgrang memiliki
atau menguasai bidang tanah namun tidak memibls bak sebagai dasar
bukti kepemilikan dan penguasaan atas bidang tyaalmaka dalam
program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap, iddrerpermudahan
kepada masyarakat yang memiliki alas hak kurangkiem atau tidak ada
alas hak sama sekali untuk melampirkan surat kegarayang berisikan
riwayat kepemilikan tanahnya, yang dibuat sepihak diketahui oleh
saksi-saksi.

Syarat pembuatan surat pernyataan tersebut adadebs hdengan
penguasaan secara nyata dan itikad baik, format pernyataan tersebut
sudah tercantum dalam lampiran mengenai Surat Reagn Fisik Bidang
Tanah, surat tersebut merupakan permudahan yanerikdib oleh
pemerintah untuk masyarakat agar tidak perlu rilzet lama mengurusi
proses pembuatan alas hak terlebih dahulu dik&nt@h atau desa.

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanabatdgepihak dan
pembuatnya bertanggung jawab penuh baik secaratperhupun pidana

atas keterangan yang dimasukkannya kedalam sumaygtaan tersebut.



Penggunaan surat penguasaan fisik ini merupakaobdsan yang
memotong sedikit sistem dan birokrasi hukum, bigganasyarakat yang
tidak memiliki alas hak sebagai bentuk bukti kepisam diharuskan
terlebih dahulu mengurus Surat Pengakuan Hak (SBtdy Surat
Keterangan Tanah (SKT) di kelurahan/Desa serta idatan, namun hal
ini dirasa memberatkan masyarakat dan bertentamigangan konsep
percepatan dan permudahan yang ditawarkan olehripeate
Kepengurusan SPH dan atau SKT sering memakan ekt dan tentu
saja sedikit banyak akan memberatkan masyarakathapebiaya
kepengurusan, oleh sebab itu, bagi masyarakat colelpmpirkan saja
Surat pernyataan yang berbentuk surat penguassdnbidang tanah
sebagai dasar yang diajukan dalam proses perohataatas tanah.
Penggunaan surat penguasaan fisik bidang tanamenipakan bentuk
kebijakan yang diberikan pemerintah dengan mengdasgsi SPH dan
atau SKT sebagai alas hak yang digunakan sebasggi piebses pengajuan
permohonan perolehan hak atas tanah.

Asas Publisitas ( Pasal 11 Peraturan Menteri ATR/B®mor 6 Tahun
2018)

Pengaplikasian program percepatan pada pendafteaah melalui
Proyek Strategis Nasional kali ini benar-benar raéargi suatu terobosan
yang mengoptimalisasikan proses pelaksanaan paratatianahnya, telah

kita ketahui bahwa dalam pendaftaran tanah, tetdsgia kegiatan yang



d)
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tak boleh dilewatkan, yakni penyampaian pengumudem pengesahan
pengumuman.

Pengumuman yang dimaksud adalah suatu informasgenan kegiatan
pendaftaran tanah yang diuraikan dan ditempelkamnla p&antor
Lurah/Desa dimana letak tanah itu berada. Pengumir@ayuna sebagai
asas publisitas atau pula berlaku sebagai ketemanygag bertujuan
memberikan informasi kepada pihak ketiga untuk kétan
penyanggahan atau keberatan atas suatu bidangyanghmasuk dalam
kegiatan pendaftaran tanah.

Dalam prakteknya, pelaksanaan penyampaian pengumumemakan
waktu sampai dengan 30 hari, hal ini karena merapadsas publisitas
yang diharapkan agar masyarakat ataupun pihak aketemg merasa
dirugikan dapat melakukan penyanggahan, namun deadgnya program
percepatan dan permudahan yang dilakukan oleh peaterini, masa
waktu pengumuman yang semula berawal dari 30 [tpersingkat
menjadi 14 hari.

Pengurangan Pajak dan Pembebanan Bea Perolehaatasakanah dan
Bangunan terhutang (Pasal 33 ayat (5) PeraturanteéeATR/BPN
Nomor 6 Tahun 2018)

Perolehan hak atas tanah merupakan hasil akhir yeemgadi tujuan dari

pendaftaran tanah. Jelas bahwa setiap orang yangpeneleh ataupun
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mendapatkan hak atas suatu bidang atas tanah mvajitbayar sejumlah
biaya ke Negara mengenai perolehan hak yang idldapa

Pembayaran biaya atas perolehan hak ini memangdank dianggap
memberatkan masyarakat karena tak jarang beban ey dikenakan
pada masyarakat cukup besar, oleh sebab itu bekdaspada pasal 33
Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 pemtahi mengambil

inisiatif dalam rangka memberikan pelayanan petegpdan permudahan
maka masyarakat penerima sertifikat PendaftaranaiTaBistematik

Lengkap yang merupakan Proyek Strategis Nasiobhatitan kemudahan
berupa penangguhan biaya Bea perolehan hak atals ¢&m bangunan,
artinya pelunasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bandidak menjadi

persyaratan untuk kelengkapan berkas bagi penerSédipikat Hak Atas
Tanah hasil pelaksanaan percepatan Pendaftaranh T&mstematis

Lengkap, tetapi merupakan pajak terhutang dari lgenwnah yang

bersangkutan.

Meskipun berbagai regulasi dan payung hukum Pem@daitTanah Sistematik
Lengkap telah diterbitkan dan kerjasama atau ka@siliantar instasi telah dibangun
serta berbagai kemudahan/terobosan telah dibuaymdalam tataran implementasi,
masih terdapat hambatan-habatan dalam pelaksamsaaffaran Tanah Sistematis
Lengkap yang berorientasi target kuantitas yang umghkinkan mengabaikan

kualitas. Hambatan ini di antaranya adalah BiaymkPatas Tanah (PPh dan Bea
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perolehan hak atas tanah dan bangunan) yang haehgigian besar keberatan karena
nilai tanah yang melambung tinggi, Sumber Daya Mamusarana dan prasarana,
tanah absentee, tanah kelebihan maksimum, dan tdedhntar, masalah
pengumuman data fisik dan data yuridis dan penarapas kontradiktur delimitasi,
dari hambatan-hambatan ini dideskripsikan dan meikde solusi terhadap
pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengl@amniaan-pertanyaan inilah
yang akan menjadi fokus kajian ini. Pengenaan Bealghan hak atas tanah dan
bangunan terhutang dalam Proyek Strategis Nasmealpakan hasil kesepakatan
dari Surat keputusan bersama (SKB) Menteri ATRBRN, Menteri Dalam Negeri,
dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Tansmingarsi Nomor:
25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017 dan Norm3d4 Tahun 2017 tentang

pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistenetikap’

Pada dasarnya proses pendaftaran tanah tidaklahni mkeseluruhan
kewenangan BPN, karena adanya keterkaitan dengaransi lain seperti
Kementerian Keuangandalam hal Pajak Penghasila) (& Pemerintah Daerah
dalam hal Bea Perolehan Hat atas Tanah dan Bangseda PPAT/ Notaris untuk
pembuatan akta sebagai syarat untuk mengeluarkapilsg. Syarat adanya biaya
PPh, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunapedduatan akta adalah salah
satu faktor utama penghambat dalam pendaftaranh.taBalama ini kesan

masyarakat untuk mengurus sertipikat itu mahal,aladan berbelit-belit. Biaya

° Dian Aries MujiburohmanPotensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematisjkap,
Op.Cit,him. 91
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mahal karena harus membayar akta, PPh, dan Betelp@mohak atas tanah dan
bangunan, prosesnya lama disebabkan butuh wakis hengurus akta, membayar
pajak, dan proses administrasi di BPN berbelillttb@arus mondar mandir ke kantor
PPAT, Kantor Pajak Pratama,dan Kantor Badan PetalapBengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah dan BPN. Untuk mengatasi permasalnsebut bisa dilakukan
proses pensertipikatan tanah melalui satu atapgasercara semua proses ini
dilakukan di kantor BPN (misalnya Kantor Pajak d¥PAT ada ruang tersendiri
diKantor BPN), sehingga dapat mempengaruhi minatsyarakat dalam

mendaftarkan tanahnya.

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenang@ak membuat akta
autentik untuk memberikan perlindungan hukum teapadmasyarakat yang
berpedoman kepada undang-undang. Notaris dianghkat diberhentikan oleh
Menteri Hukum dan HAM, Notaris sebagai pejabat umimartugas untuk
memberikan pelayanan kepada anggota masyarakanyamgriukan jasanya dalam
bidang hukum perdata, dan keberadaan Notaris mieogaelaksanaan dari hukum
pembuktian’ Dalam kepengurusan tanah, Notaris diberikan kemgara untuk
membuat akta mengenai pertanahan sepanjang titltktudkan lain oleh undang-
undang. Namun dalam proses pendaftaran tanah,ismdtanya berwenang atau
dapat bertindak ketika mendapatkan kuasa dari @elagh untuk mewakili

kepentingan hukumnya dalam mengurus pengurusan yenkgit dengan

Annalisa Y & Agus TrisakaCyber Notary Realita Dan IdealitéPalembang: Unsri Press,
2020), him. 105.
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pendaftaran tanah dan pembayaran pajak. Notaris heywenang memberikan
penyuluhan hukum tentang pajak kepada penghadagumya mengedukasi bahwa
penetapan dan penentuan pajak adalah murni untpkenkegan peningkatan

pendapatan daerah.

Terkait dengan permasalahan PPh dan Bea peroledlaraths tanah dan
bangunan dalampelaksanaan Pendaftaran Tanah Siktémagkap yang diatur
dalam Pasal 33eraturan Menteri ATR/Ka BPN No.6 Tahun 203@ng
memberikan ruang kemudahan dalam pelaksanaan progemdaftaran Tanah
Sistematik Lengkap, bagi yang tidak atau belum mampmbayar PPh dan Bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan msoratigernyataan PPh dan
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhidanginketentuanPasal ini
masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, bagainmekanisme penagihannya
dan sampai kapan harus dibayarkan karena ketergeesturan perundang-
undangan belum mengatur mengenai PPh dan Bea Ip@nolek atas tanah dan
bangunan terhutang mengenai pajak tanah. Walaugsal B3 hanya menjelaskan
Kepala Kantor Pertanahan wajib menyampaikan d&fta perolehan hak atas
tanah dan bangunan terhutang terhutang dan/atadeRRhang secara periodik
dalam waktu 3 (tiga) bulan kepada Bupati/Wabksetempat dan jika ada

Peralihan hak atau perubahan atas Buku Tanah daipile¢ Hak atas Tanah
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hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutarunasl PPh dan Bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan terhiitang.

Kewajiban membayar pajak sendiri tercantum dalamap23 A UUD
1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yangsibet memaksa untuk
keperluan negara diatur dengan undang-undang”.irSea di Indonesia
pajak memiliki posisi yang paling penting, selaimtuk membiayai
kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, pajakupalean penopang
terbesar APBN di negara Indonesia. Pengertian gajhkitang sesuai dengan
Pasal JAngka (10)UU No. 28 Tahun 2007 adalah pajak yang harus diljagda
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pagakdatam Bagian Tahun Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-lardgregpajakan. Pengaturan
Pajak PPh dan Bea perolehan hak atas tanah damrzangnempuyai rezim
hukum terdiri, PPh diatur dalam UU No. 28 Tahun2@htang Perubahan Ketiga
Atas UU No. 6 Tahun 198&ntang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
beserta peraturan pelaksananya. Sedangkan Bealmarohak atas tanah dan
bangunan terhutang diatur dalam UU No. 28 TahurD28fAtang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah. Secara teori seperti yangngpaikan Widyawati
pengaturan dalam hukum pajak dibedakan menjadi gaiy hukum pajak
material dan hukum pajak formal. Hukum pajak matemengatur ketentuan-

ketentuan mengenai siapa-siapa saja yang dikenplfak, siapa-siapa yang

Hipid
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dikecualikan, apa-apa saja yang dikenakan pajak dpa-apa saja yang
dikecualikan serta berapa besarnya pajak yang téerhu Sedangkan hukum
formal mengatur bagaimana mengimplementasikan hukpajak material,
mengatur mengenai prosedur (tata cara) pemenuhak dan kewajiban

perpajakart?

Ketentuan PPh terhutang tidak diatur dalam Penat@amerintah, tidak
menyebutkan secara jelas waktu pajak terhutangahditentukan bahwa sebelum
akta, risalah lelang atau surat lain ditandatangéet pejabat yang berwenang
maka haruslah ditunjukkan terlebih dahulu bukti payaran PPh. Berbeda
dengan pengaturan dalam Bea perolehan hak atds damabangunan terhutang
yang secara jelas telah menyatakan bahwa pajakitéedy timbul saat akta,
risalah lelang atau surat lain yang berkaitan daé#angani oleh pejabat yang
berwenang, tetapi di lain pihak pejabat yang wbeaang tersebut dilarang
menandatangani akta, risalah lelang atau surat Yaing terkait sebelum
ditunjukkan bukti pembayaran Bea perolehan hak #&ash dan bangunan

terhutang'®

Bersamaan dengan ketiadaan aturan PPh dan Beahmerdiak atas tanah dan
bangunan terhutang yang cukup jelas untuk menjgeamasalahan tersebut perlu

diatur khusus PPh dan Bea perolehan hak atas tdaahbangunan terhutang

12Widyawati 2010'PPhdan BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Terhutang Atas Tanah dan atau Bangunaesis pada Program Studi Magister Kenotariata
Fakultas, Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

“ibid
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dalampelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik apndkengaturan ini harus
dalam bentuk Peraturan Pemerintah supaya sedelejgian peraturan pelaksana
terkait dengan perpajakan, karena secara asasipergterundang-undangan dapat
diterapkan asatex specialis derogat legi generafaitu peraturan yang khusus
dapat menyampingkan peraturan yang umum. DalamPésaturan Pemerintah
tersebut mendorong pemerintah untuk menfasilitagakpPPh dan Bea perolehan
hak atas tanah dan bangunan terhutang khusus femagapertama kali dalam
pelaksanaa Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkapdaéro tay atau pajak nol
persen, sebagai suatu bentuk keseriusan pemedalam melaksanakan kewajiban

pendaftaran tanah seluruhindonesia.

Pengenaan pembiayaan Bea perolehan hak atas tanabadgunan terhutang
sepertinya masih menjadi pekerjaan berat yang hdiréiskuskan oleh pemerintah
penyelesaiannya, hal ini karena pengenaan Beaepaml hak atas tanah dan
bangunan terhutang akan menimbulkan konflik jangieenjang, serta memiliki
konsekuensi yang berakibat pada sertifikat hak yhngiliki hanya berlaku sebagai
dasar pembuktian saja, karena dengan beban Beé&elmerohak atas tanah dan
bangunan yang belum di nayar lunas, maka sertifédeaebut tidak dapat di lakukan
perbuatan hukum. Berdasarkan uraian tersebut diatahat kondisi bahwa akan
banyak sekali problematika dan pertentangan yamgbuii dari pelaksanaan
pengenaan Bea perolehan hak atas tanah dan bartgumatang terhutang ini, maka

penulis tertarik untuk membahas penelitian ini hebhendalam dengan judul
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penelitian PENETAPAN NILAI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN TERHUTANG ATAS KEGIATAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP DAN CARA PENAGIHANNYA DI

KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG".
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B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas terdapat dua samumasalah dalam

penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penetapan nilai Bea perolehan hak ataf tdan bangunan
terhutang dalam pelaksanaan pendaftaran tanalmaisdelengkap dan
cara penagihannya?

2. Bagaimanakah pengaturan ke depannya mengenai gisteagihan Bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan terhutang ?

C. Ruang Lingkup

Suatu penelitian tidak dimulai dari sesuatu yamgcum atau kosong,
Implikasinya, penelitian harus dibatasi permasalagtadi yang bertumpu pada suatu
fokus. Hal ini yang memungkinkan adanya acauani @ar sesuatu penelitidf.
Pembatasan permasalahan dalam penelitian ini adalehgenai bagaimana
penetapan nilai besaran Bea perolehan hak atas t@mabangunan dan mekanisme
pengajuan Bea perolehan hak atas tanah dan bantgrhatang sampai dengan cara
penagihannya.
D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebuta nedsebut dari

penelitian ini ditujukan untuk :

4 Moleong, 2004”"Metode Penelitian Kualitatif” PT Remaja Rosda Karya, Bandung, Hal.
97.
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1. Menganalisis penetapan nilai Bea perolehan haktateh dan bangunan
terhutang terhutang dalam pelaksanaan pendaftaaaah t sistematis
lengkap dan cara penagihannya selama ini.

2. Menganalisis pengaturan ke depannya mengenai sigégragihan Bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan terhutang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitianiniadalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkanntberi manfaat dan
sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Kkerabsari
yangberkaitan denganperanan Pejabat Umumyang terkaengan
penetapan bea perolehan hak atas tanah, serta mi@pgdi sumber
rujukan dan pertimbangan bagi para penegak hukuntukun
mengembangkan dan mengoptimalkan peraturan kehijakangenai
pemberian Bea perolehan hak atas tanah dan banggrharang.

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menrninasukan dan
sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibateaatiain para praktisi
di bidang Kenotariatan, PPAT, BPN selaku instar@sigy memberikan
sertifikat dengan beban Bea perolehan hak atas tdaa bangunan
terhutang, DISPENDA, serta pihak-pihak lain yangkb#an dan
berkenaan langsung dengan praktek kepengurusan nigtiasi
perpajakan.

F. Kerangka Teoritis
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Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah :
1. Grand Theory

Grand Theorydalam penulisan ini adalah Teori Kepastian HukKepastian
hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya ratyeeng bersifat umum
membuat individumengetahui perbuatan apa yang batieh tidak boleh dilakukan
dan keamanan hukum bagi individu dari kesewenampgenerintah karena adanya
aturan bersifat umum itu individu dapat mengetapa saja yang boleh dibebankan
atau dilakukan oleh Negara terhadap indivitlu.

Pada dasarnya, hubungan antara kepastian hukurmitkkatas tanah dan
perlindungan hukum dapat disimpulkan bahwa kepadiizgkum itu adalah sarana
untuk memperoleh perlindungan hukum. Kepastian mulang meliputi kepastian
objek, kepastian hak, dan kepastian subjek merupakaaran untuk mendapatkan
perlindungan hukum atas pemilikan tanah yang sbeadertifikat. Dengan demikian
hak milik atas tanah yang sudah bersertifikat, rapatl perlindunganustisiabel
terhadap tindakan sewenang-wenang. Perlindungaonhutu sendiri merupakan
upaya berdasarkan hukum, baik berspgetventif maupunrepresif agar sertifikat
sebagai tanda bukti hak yang kuat dapat mempepegimdungan hukun®

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untwdncapaiketertiban
diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaukmusia di masyarakat,

karenatidak mungkin manusiadapat mengembangkant li@kemampuan yang

15 Riduan SyahraniRangkuman Intisari llmu Hukum”Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,
Hal. 23.
Ibid, him 70
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diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpayad&epastian hukum dan
ketertiban. Indonesia adalah Negara hukum, demiké&entuan dalam Pasal 1 ayat
(3) Undang-Undang Dasar 1945, yang dapat menganduaigna bahwa dalam
penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harughdipian, yaitu : kepastian
hukum, kemanfaatan, dan keadifdn.

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan eta#ng kejelasan
akan hak dan kewajiban menurut hukum. Jampla kepastian hukum maka
orang tidak mengetahui apa yang harus diperbugdk tmengetahui perbuatanya
benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang lol&dum. Kepastian hukum ini dapat
diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jeldardauatu Undang-Undang dan
akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lainskapahukum itu berarti tepat
hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancamamiarkuya'®

2. Middle Range Theory

a) Teori Administrasi

Konsepsi mengenai teori administrasi adalah saddin gusat perhatian dan
pemikiran menjadi bidang kajian utama untuk menjpglaproses kerja sama

manusia dalam rangka mencapai tujuan yang telataghan sebelumnya secara

YMochtar Kusumaatmadja, 2000Pengantar llmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama
Ruang Lingkup Berlakunya lImu HuklrBandung:Alumni,him.3.
“Ipid, him. 5
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efisien dan efektif dengan menggunakan instrumemgateran sehingga melahirkan
keteraturan dalam berfikir dan bertindak.

Administrasi  merupakan  proses  penyelenggaraan dielsinaan
negara/pemerintahan dalam rangka mencapai tujugarane Administrasi negara
terdiri dari berbagai subsistem : tugas pokok, sikglembagaan, ketatalaksanaan,
kepegawaian, sarana dan prasarana. Sistem adashistnembentuk sistem
kehidupan nasional. Keberadaan manusia dalam astragii tidak dapat
menghindarkan dari berbagai pengaruh kondisi kéaehlngkungan, sosial, politik,
kondisi yang menyenangkan atau tidak menyenangkamdisi aman, kacau dan
sebagainya harus dihadapi oleh manusia yang miaibatalam lingkup administrasi.
Secara individual manusia yang menyatakan diri gablaagian dari perangkat atau
terlibat dalam elemen administrasi, harus bersedagubah jalan hidupnya untuk
patuh dan mengikuti proses yang ditetapkan dalamirastrasi*®

b) Teori Kewenangan

Phiplipus M. Hadjon mengemukakan ada 2 (dua) sumbgrk memperoleh
wewenang Yyaitu atribusi dan delegasi, namun diketagula bahwa kadangkala
mandat digunakan sebagai cara tersendiri dalam ewatep wewenang: Menurut
S.F.Marbun, wewenangan mengandung arti kemampu#k unelakukan suatu

tindakan hukum public atau secara yuridis adalamakepuan bertindak yang

19 Makmur & Rohana ThahietKerangka Teori Dan llmu Administrasi NegaraRajawali
Pers, Depok, 2017, him 31

“Ibid, him. 32

2 Philipus M. Hadjon, dkk, 1993:Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia
(Introduction to the Indonesia Administrative Law"Letakan |, Gajah Mada University Press,
Yogyakarta, hal. 128
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memberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untulakn&an hubungan-

hubungan hukurf?

Teori wewenang menurut Max Weber adalah suatu hag yelah ditetapkan

dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkanijakeslanaan-kebijaksanaan,

menentukan keputusan-keputusan mengenai persoaisoaian yang penting, dan

untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Yswe tersebut ada tiga

macam, yaittf®

a)

b)

Wewenang kharismat{gharismatic authority).

Wewenang kharismatik tidak diatur oleh kaidah-khjdbaaik yang
tradisional maupun rasional. Sifatnya cenderungsioral. Ada
kalanya kharisma hilang karena masyarakat senalig yoerubah dan
mempunyai paham berbeda. Perubahan tersebut demlngdidak
dapat diikuti oleh orang-orang yang mempunyai wewgn
kharismatik tadi sehingga dia tertinggal oleh karaaj dan
perkembangan masyarakat.

Wewenang tradisiondtraditional authority).

Wewenang tradisional dapat dimiliki oleh seorang upua
sekelompok orang. Dengan kata lain, wewenang tetseimiliki
oleh orang-orang yang menjadi anggota kelompokg yamah lama

sekali mempunyai kekuasaan di dalam suatu masyaievenang

% H.Sadjijono. 2011. Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi"Yogyakarta: Laksbang
Pressindo, him. 57.
% Soerjono Soekanto, Op, Cit, him.250.



25

tersebut dimiliki oleh seseorang atau sekelompak@bukan karena
mereka mempunyai kemampuan-kemampuan khusus seqzeté

wewenang kharismatik, tetapi karena kelompok taédmpunyai

kekuasaan dan wewenang yang telah melembaga bahdajwai

masyarakat.

1) Adanya ketentuan-ketentuan tradisional yang mehgpgenguasa
yang mempunyai wewenang, serta orang-orang laindgkam
masyarakat.

2) Adanya wewenang yang lebih tinggi ketimbang kedaduseseorang
yang hadir secara pribadi.

3) Selama tak ada pertentangan dengan ketentuankateinadisional,
orang-orang dapat bertindak secara bebas.

3) Wewenang rasional/legéfraditional/legal authority).

Wewenang rasional atau legal adalah wewenang yeanahrkan
pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakstensSihukum
disini dipahamkan sebagai kaidah-kaidah yang telekui serta
ditaati masyarakat dan bahkan yang telah diperdeatnegara.
Menurut S.F.Marbun, wewenangan mengandung arti kgpuan untuk

melakukan suatu tindakan hukum public atau secaraliy adalah
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kemampuan bertindak yang memberikan oleh Undangshindyang
berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hu¥um.

Pemberian wewenang berdasarkan teori kewenangdaptar3 (tiga)
cara memperoleh wewenang yaitu sebagai berikut :

a) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintaham péenbuat
Undang-Undang kepada organ pemerintahan terseboyay
kewenangan itu bersifat melekat terhadap pejabag déuju atas
jabatan yang diembannya.

b) Delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintidranrgan
pemerintahan yang satu kepada organ pemerintahianyda
Dengan kata lain terjadi pelimpahan kewenangan.tdadggung
jawab berada pada penerima delegasi/delegaritas.

c) Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas ngmdpada
mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab, mkéa
tanggung jawab tetap melekat pada si pemberi mafitiat

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyaibaunasalnya.
Berdasarkan UUJN, wewenang Notaris sebagai pejalmatm memperoleh

wewenangnya secara atribusi, karena wewenangnyaraseatribusi, karena

% H.Sadjijono. 2011.”Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi” Yogyakarta: Laksbang
Pressindo, him. 57.

% Ganjong, 2007."Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum’Bogor: Ghalia
Indonesia, him.95.
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wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh NUdndiri. Setiap wewenang
harus ada dasar hukumnya, sehingga jika seseorgjaap melakukan tindakan
diluar wewenang disebut sebagai perbuatan melarytam?°
3. Applied Theory
a) Applied Theoryyang digunakan pada tulisan ini adalah Teori
Penetapan Pajak, pada dasarnya untuk menyelenggarak
pemerintahan yang dapat meningkatkan pelayanan d&epa
masyarakatnya, tiap daerah berhak mengenakan @amdwpada
masyarakat yang berupa pajak.Pengertian pajak miempara ahli
dalam bidang pajak memberikan pengertian yang Herbeda,
namun pada dasarnya definisi tersebut mempunyaariugan inti
yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehinmggdah
dipahami.
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SHPajak adalahn rakyat
kepada kas negara berdasarkan Undang- Undang (yaipet
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal réqumeistasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan umbgmnbayar

pengeluaran umum.

% Stout HD, de Betekenissen Van de Wet, dalam Ifaphruddin. 2004Pengawasan
Peradilan Peradilan Administrasi TerhadapTindakaenferintah”. Bandung : Alumni, him.4
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Menurut Mardiasmo, agar pemungutan pajak tidak miuaikan
hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajag& hemenuhi
syarat sebagai berikut:
1) Pemungutan pajak harus adil (SyaratKeadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadu@wlang-
undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adiam
perundang- undangan diantaranya mengenakan pagakasamum
dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuamgimasing.
Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengarbendgan hak
bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, peaanddalam
pembayaran dan mengadukan banding kepada MajelisnBangan

Pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undga{Y uridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang D&945 pasal 23
ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk nagakan
keadilan, baik negara maupun warganya.

3) Tidak menggangu perekonomian (SyaratEkonomis)

Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiataduksi
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan suate
perekonomian masyarakat.

4) Pungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
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Sesuai fungsbudgetair,biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) System pemungutan pajak harussederhana

System pemungutan yang sederhana akan memudahkan da
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban jpdgpaya.
Syarat ini lebih dipenuhi oleh Undang-Undang pexkap yang baru.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20@@ngpriPajak Daerah
dan Retribusi Daerah, “Pajak Bea perolehan hak tat@sh dan bangunan adalah
pajak atas perolehan hak atas tanah dan banguaag.dimaksud dengan perolehan
atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atatim@ehskum yang mengakibatkan
diperolehnya hak atas tanah atau bangunan olely grapadi atau badan. Adapun
yang dimaksud dengan hak atas tanah dan bangualahddhk atas tanah, termasuk
hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya,aet@am dimaksud dalam undang-
undang di bidang pertanahan dan pembangunan.

Pengenaan Pajak Bea perolehan hak atas tanah nigunba tidak mutlak ada
pada seluruh daerah kabupatn atau kota yang attadolinesia. Hal ini berkaitan
dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerifdbbpaten atau kota untuk
mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajakpaten/kota. Karena itu
untuk dapat dipungut pada suatu daerah, pemerkagbhbpaten/kota harus terlebih
dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Bealepan hak atas tanah dan

bangunan yang akanmenjadi landasan hukum operasialzen teknis pelaksanaan
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pengenaan dan pemungutan Bea perolehan hak atds dan bangunan di daerah

kabupaten/ kota yang bersangkutan.

b) Teori Hierarki Perundang-Undangan

Teori Hierarki merupakan teori yang mengenai sistdrakum yang
diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan &aistem hukum merupakan
sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Halburantara norma yang
mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tatselpat disebut sebagai
hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks adpdsima yang menentukan
pembuatan norma lain adalah superior, sedangkamangrang dibuat inferior.
Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebdygitimenjadi alasan validitas
keseluruhan tata hukum yang membentuk kesgtuan.

Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukumdiithami oleh Adolf
Merkl dengan menggunakan teaids doppelte rech stanilitzaitu norma hukum
memiliki dua wajah, yang dengan pengertiannya: Norhukum itu keatas ia
bersumber dan berdasar pada norma yang ada diataday Norma hukum ke
bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber fi@gha yang dibawahnya.
Sehingga norma tersebut mempunyai masa befl&kinkracht)yang relatif karena

masa berlakunya suatu norma itu tergantung padmandrukum yang diatasnya,

Z’Asshiddigie Jimly, dan Safat, M. Ali, "Theory Hans KelsenTentang HukumCet I,
Sekretariat Jendreral & Kepaniteraan Makamah KwsstRl, Jakarta, 2006, him.110
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sehungga apabila norma hukum yang berada diatalogbut atau dihapus, maka
norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercéhuterhapus pul&.

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatiataladhierarki norma
hukum dan rantai validitas yang membentuk piranmnidieum (stufentheorie) Salah
seorang tokoh yang mengembangkan teori terseblghadaurid Hans Kelsen, yaitu
Hans Nawiasky. Teori Nawiaky disebut dengan thear@ stufenufbau der
rechtsordnung. Susunan norma menurut teori tersaetfaiah Norma fundamental
negara (Staatsfundamentalnorm)Staatsfundamentalnorm adalah norma yang
merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atauangaUndang Dasar
(staatsverfassung) dari suatu negara. Posisi hukum dari  suatu
Staatsfundamentalnoadalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu kosistit
Staatsfundamentalnorada terlebih dahulu dari konstitusi suatu nedara.

G. Kerangka Konsep
1. Kepastian Hukum
Kepastian hukum adalah bagaimana suatu hukum #kagasesuai dengan
norma dan aturan, sehingga apa yang ditetapkardidamukan dari suatu
aturan dapat mengikat dan dapat ditegakkan deregms,t kepastian hukum
mengatur mengenai apa yang seharusnya dan apasgdagusnya tidak

diperbolehkan oleh undang-undang, dengan penegasssbut maka hukum

2Earida, Maria’llmu Perundang-Undangan’Kanisius, Yogyakarta. 1998, him. 25.

®Atamimi, A, Hamid SPeranan Keputusan Presiden Republik Indonesia umla
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studiligi® Mengenai Keputusan Presiden yang
Berfungsi Pengaturan dalam Kurun WaktuPelita 1-Pelita 1V, Disertasi [Imu Hukum Fakultas
Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, h@8®87
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dapat ditegakkan dan dapat memberikan kepastiannhugang memiliki
kekuatan mengikat.

. Pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah ExmBahgunan
Pengenaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah BamiBdngunan adalah
besaran iuran pajak yang harus dibayarkan kepadarpdgah sebagai syarat

pemenuhan karena telah mendapatkan suatu perdiakatas tanah.

. Perolehan Hak

Perolehan hak adalah proses untuk mendapatkan Isalatatas bidang tanah
melalui suatu perbuatan hukum ataupun peristiwa uimuk yang

mengakibatkan berpindahnya suatu hak pada pengupiek lain.

. Pendaftaran Hak atas Tanah

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yaagikan oleh pemerintah
secara terus-menerus, berkesinambungan dan teraliputi pengumpulan,

pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pensdihadata fisik dan

yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenaingdadang tanah dan
satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberiafikagdebagai surat tanda
bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudahhaétnya dan Hak Milik

atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentunyamipebaninya’

. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, ydakulan secara serentak

dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yangrbdidaftarkan di dalam

3%bid, him. 42
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suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama laiyeryg setingkat dengan
itu.
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bumi dan Bangunaruiaerd.
Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bumi daguBan terhutang
merupakan kebijakan yang di bentuk pemerintah daleendukung program
percepatan pendaftaran tanah melalui program pemdaftanah sistematis
lengkap yang di adakan oleh pemerintah. Melaluegasyang mendaftarkan
tanahnya untuk di buatkan sertifikat namun belunmitie dana untuk
membayar kewajiban pajak Bea Perolehan Hak AtasafTaBumi dan
Bangunan bisa mendapatkan sertifikatnya melalunpeonan pengajuan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Bumi dan Bangunan tergutan
H. Metode Penelitian
Metode merupakan jalan atau cara yang ilmiah untekgetahui sesuatu
dengan mengunakan cara-cara yang sistematis, dia mmagtode tersebut
menyangkut cara kerja untuk memahami objek yangadesasaran ilmu yang
bersangkutan. Menurut kebiasaan, metode dapat dékan sebagai suatu tipe
kemungkinan yang digunakan dakam penelitian danlgi@m suatu tehnik
umum bagi ilmu pengetahuan dan suatu cara tertenttik melaksanakan suatu

prosedur. Metode pada hakekatnya memberikan pedoteatang cara-cara
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seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan heemapersoalan yang
dihadapinya
1. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang dipakai oleh penulis dalamutisan tesis ini
adalah dengan menggunakan tipe Penelitian Nornfaiielitian Yuridis
Normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunalamber data
Sekunder seperti asas-asas dan doktrin-doktrindiéau hukum?®? Dan
didukung dengan data primer seperti wawancara.
2. Sifat Penelitian
Penelitian dilakukan dengan metode Preskriptif. ddet
Preskriptif merupakan penelitian yang di gunakatukinrmempelajari
tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas atnrfaukum, konsep-konsep
hukum, dan norma-norma hukum serta memberikan gambatau
merumuskan masalah sesuai dengan keadaan ataydagtada>
3. Pendekatan Masalah Penelitian
a. Pendekatan Undang-undarsgggute approach
Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menskaha

Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paugaseisu

31 Soerjono Soekanto’Pengantar Penelitan HukumJakartd, Penerbit Universitas
Indonesia, 1986, him. 5-6

%2 7ainuddin Ali,"Metode Penelitian Hukun? Jakarta, Sinar Grafika, 2009, him. 24.
*H. salim HS dan Erlies Septiana Nurbafenerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis
dan Disertasi’, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 9.
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hukum yang sedang ditangdhiPendekatan Perundang-Undangan
dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaaikbsecara
praktis maupun akademis.

b. Pendekatan Kasu€ése Approach
Pendekatan kasus dalam penelitian normatif berujuatuk
mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah huyamg

dilakukan dalam praktik hukum.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan permasalahan yang akan digunakahspemnaka
sumber bahan hukum penelitian yang digunakan adadddan hukum
Sekunder. Kegunaan Bahan Hukum Sekunder adalah eniau kepada
peneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti mgé&kh, bahan
hukum sekunder dapat digunakan sebagai panduankibedflam
menyusun argumentasi yang akan diajukan dalamda@gan dan atau
memberikan pendapat hukut.
Bahan Hukum Sekunder, diperoleh melalui penelik@pustakaan. Data

sekunder terdiri dar®

3 peter Mahmud Marzuki:Penelitian Hukum”, Jakarta, Kencana Prenada Media Group,
2009, him. 93.

*Ibid, him. 196.

% Zainuddin Ali,"Metode Penelitian Hukum” Op.Cithlm. 23-24
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1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang
mengikat dan terdiri atas: norma atau kaidah dgsagturan
dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, TRR,M
peraturan perundangan;

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang member

3) penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalaregan

4) Undang-Undang Hukum Pidana, hasil-hasil penelitiaasil
karya pakar hukum;

5) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi
petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum prdaser
sekunder. Misal: kamus, ensiklopedia, indeks kutifula

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian Rast@#brary
research dan Penelitian Perundang-Undangé4statute approach)
Penelitian PustakalLiprary Research adalah Data Kepustakaan yang
diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang lmebsr dari peraturan
Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, kagi)i dan hasil
penelitian®’ Penelitian Perundang-Undangéstatute approachrdalah
penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara ragngeraturan

Perundang-Undangan yang berkaitan dengan isu yaapga$®®

*"Ibid. him. 107
#peter Mahmud Marzuki’Penelitian Hukum”,0p.Cit him. 237.
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6. Teknik Analisis Bahan Hukum
Berdasakan sifat penelitian ini yang menggunakantodee
penelitian Deskriptif Analisis, analisis bahan hokyang dipergunakan
adalah metode pendekatan kualitatif terhadap dataep dan data
sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi danuktur hukum positif,
yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuknemgukan isi atau
makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam yelesaikan
permasalahan hukum yang menjadi objek kaifan.
7. Teknik Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta daalisis yang
telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pamnitirMaka dari
itu kesimpulan dari perumusan masalah dalam péemeliini lebih
menekankan kepada bagaimana sebuah hasil penejdiag menjadi
poin utama dalam penelitian ini dapat menunjukkasilhjawaban
rumusan masalah dengan lebih jelas. Adapun penulisia menarik
kesimpulan secara deduktif, yakni proses pengambkiésimpulan dari

data-data yang bersifat umum ke data-data yanifdtersusus’’

39 zainuddin Ali,"Metode Penelitian Hukum” Op.Cithlm. 107

“Ibid. him. 177

“1 Bahder Johan NasutioiVetode Penelitian llmu HukunBandung, Mandar Maju, 2008,
him. 35
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